TELAH DIREVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026

Kami telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Keasistenan Utama Ombudsman
Republik Indonesia Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perjanjian Kinerja
Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 telah disajikan secara akurat, andal, dan
valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam reviu Perjanjian
Kinerja Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 ini.

Jakarta, Januari 2026

Ketua Ombudsman RI
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEASISTENAN UTAMA RESOLUSI DAN MONITORING
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah
ini:

Nama : Dominikus Dalu
Jabatan : Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEASISTENAN UTAMA RESOLUSI DAN MONITORING
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Terwujudnya Jumlah laporan/pengaduan masyarakat 89 Laporan
Penyelesaian yang diselesaikan pada tahap resolusi dan
Laporan/ monitoring
Pengaduan
Masyarakat

yang Efektif

KEGIATAN/OUTPUT ANGGARAN

Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat

Output 1: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang ) Rp 488.468.000
Diselesaikan Ombudsman RI Pusat

Total Rp 488.468.000

Jakarta, Januari 2026

KETUA KEPALA KEASISTENAN UTAMA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, RESOLUSI DAN MONITORING,

/ {

Mokhammad Najih Dominikus Dalu




i
%

o7

s "
&

OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEASISTENAN UTAMA RESOLUSI DAN MONITORING

Indikator Sumber
D
Sasaran Kineria Target eskripsi Data Cara Mengukur
Terwujudnya | Jumlah 89 Merupakan keluaran atas Data Dihitung dengan menjumlahkan seluruh
Penyelesaian laporan Laporan | kegiatan penyelesaian SIMPeL | laporan/ pengad‘uan masyat alFat ke Ombudsman
Laporan/ /pengaduan laporan/pengaduan RI Pusat yang diselesaikan (ditutup) pada tahun
2026 (laporan yang diterima pada tahun 2026
Pengaduan masyarakat masyarakat. )
) dan laporan register tahun sebelumnya yang
Masyarakat y:fmg _ Laporan yang dimaksud belum ditutup/ backlog).
yang Efektif diselesaikan adalah laporan masyarakat
pada tahap yang diselesaikan (ditutup) YLMS = LMS; + LMS, + -+ LMS,,
resolusi dan pada tahun 2026 di tahap
monitoring pemeriksaan. 2LMS : Jumlah laporan/ pengaduan
Laporan yang diselesaikan masyarakat ke Ombudsman RI
merupakan penyelesaian Perwakilan yang diselesaikan (ditutup)
(penutupan) laporan yang LMS Laporan/pengaduan masyarakat ke

ditangani pada tahun 2026
(laporan yang diterima pada
tahun 2026 dan laporan
register tahun sebelumnya

yang belum ditutup/ backlog).

Ombudsman RI Perwakilan yang
diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026
(laporan yang diterima pada tahun 2026
dan laporan register tahun sebelumnya
yang belum ditutup/backlog).






